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Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum dalam penerapan
UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan untuk mengetahui upaya
pemerintah dalam penerapan UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan
sampah. Jenis penelitian digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Hasil dari
Pembahasan Penelitian ini yaitu UU Pengelolaan Sampah ini harus dilihat sebagai
UU khusus, atau merupakan lex specialis dari UU No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai UU khusus, maka aturan-aturan yang
terkandung didalamnya harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan spirit
(semangat) UU induknya dan Upaya Pemerintah Dalam Penerapan UU No. 18
Tahun 2008 tentang  Pengelolaan Sampah yaitu upaya penegakan hukum
lingkungan, dapat dilakukan dua cara, yaitu cara preventif dan represif.
Penegakan hukum preventif dilakukan melalui pengawasan dan represif dilakukan
dengan melalui penerapan sanksi administrasi. Sehingga dalam penegakan hukum
bidang pengelolaan sampah tidak harus langsung pemberian sanksi administrasi
dan pidana akan tetapi upaya preventif sepertinya lebih efektif dalam
penerapannya..

Kata Kunci: Remisi, Korupsi, Hukum Preventif.

A. Pendahuluan

UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1-2 berbunyi : 1) Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan limgkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2) Setiap orang
berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk yang sangat
besar dan memiliki kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu. Untuk jumlah
penduduk yang ada di Indonesia, data terakhir tercatat pada tahun 2015 sebesar

238.518.000 jiwa di Indonesia. Diproyeksikan pada 2020 akan meningkat sebanyak
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271.066.000 jiwa. Hal tersebut akan mengakibatkan semakin besarnya volume
sampah yang dihasilkan oleh manusia setiap tahunnya.

Jumlah penduduk yang terus meningkat akan mengakibatkan kemampuan
sumber daya alam seperti air dan udara untuk menyerap limbah yang diakibatkan
oleh aktivitas manusia menjadi menurun. Kenaikan jumlah penduduk tersebut juga
akan meningkatkan volume sampah yang dihasilkan terutama di kota-kota besar
yang ada di Indonesia.

Pencemaran lingkungan merupakan sesuatu yang dapat berpengaruh buruk
terhadap lingkungan hidup, serta lingkungan tersebut mempunyai penyimpangan
akibat pencemaran itu dan susunan udara yang tercemar akan mempunyai
komposisi lain dari pada udara normal yaitu udara yang bersih.

Suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila terjadi perubahan-
perubahan dalam suatu tatanan lingkungan hidup tersebut sehingga tidak sama lagi
dengan bentuk dan keadaan yang aslinya. Berbicara mengenai lingkungan, saat ini
tidak bisa dilepaskan dari permasalahan sampah yang ada di hampir seluruh
wilayah Indonesia.

Dengan dunia yang semakin berkembang tentunya banyak hal yang timbul
salah satunya masalah lingkungan yang sering terjadi yaitu pembuangan sampah
sembarangan serta penghasil sampah yang semakin banyak. Sampah seringkali di
anggap sesuatu yang biasa saja tanpa disadari akibat dari pembuangan sampah ini.
Dengan kurangnya kesadaran dari setiap orang sehingga sampah menjadi ancaman
yang serius bagi pemerintah maupun masyarakat, maka dari itu masalah
pembuangan sampah sembarangan menjadi masalah lingkungan yang harus
diselesaikan bersama.

Selain itu, sampah juga menyebabkan penyakit yang mematikan dan
membahayakan yang diakibatkan sampah yang tertumpuk dari sesudahnya terjadi
banjir dan mengakibatkan nyamuk berkembang biak. Sampah yang tidak bisa
terurai diakibatkan mengganggu ekosistem suatu lingkungan. Dan juga sampah
yang sudah tertampung mengakibtakan udara di lingkungan tidak sehat lagi

dikarenakan bangkai sampah yang tertumpuk.
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Banyak masyarakat masih mengaggap itu sesuatu yang biasa, karena tidak ada
penekan pemerintah dalam pemahaman yang disampaikan mengenai isi dari UU
No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hal yang sama juga dinyatakan
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan bahwa Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan
penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penyusunan Naskah
Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik
penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008. Pentingnya Naskah Akademik dalam menyertai
suatu Rancangan Peraturan Daerah karena di dalam Naskah Akademik itulah
paradigma kehidupan kemasyarakatan yang hendak dituju oleh Peraturan Daerah
yang dibentuk dirumuskan secara terperinci melalui pendekatan ilmiah.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bertumpu
pada 9 asas yaitu asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas
keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan
asas nilai ekonomi (Pasal 3) Sementara menurut UU ini pengelolaan sampah
bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas
lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya (Pasal 4).

Oleh karena itu, sampah harus diatasi dengan benar dan tepat agar tidak lagi
menimbulkan masalah dalam lingkungan. Memberikan sosialisasi maupun
pemahaaman bagi setiap masyarakat bagaimna penting membuang sampah pada
tempatnya serta bagaimana bisa memanfaatkan sampah itu menjadi suatu yang
berguna, berdasarkan latar belakang ini, penulis ingin memberikan bagaimana cara
pengelolaan sampah yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008.

Penelitian ini berupaya meninjau penegakan hukum dalam penerapan Undang-
Undang pengelolaan sampah dan Hal berikutnya ialah terkait dengan pembahasan
mengenai penegakan dalam mengadakan peraturan daerah mengenai UU
pengelolaan sampah.

B. Permasalahan
Rumusan Masalah yang diangkat disini ialah pertama, bagaimana

penegakan hukum dalam penerapan UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan
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Sampah? Kedua, bagaimanakah upaya pemerintah dalam penerapan UU No. 18
tahun 2008 tentang pengelolaan sampah?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum
normatif atau doctrinal. Penelitian Hukum Normatif ini biasa disebut Penelitian
Hukum Doktrinal yaitu semua permasalahan didekatkan dengan doktri-doktrin.
Dinamakan Penelitian Hukum Doktrinal, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada
peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya
pada perpustakaan dikarenakan hukum Normatif/Doktrinal ini hanya
membutuhkan bahan hukum dari perpustakaan. *
C. Pembahasan
1. Penegakan Hukum dalam Penerapan UU No. 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Pengelolaan Sampah ini harus dilihat sebagai Undang-
Undang khusus, atau merupakan lex specialis dari Undang-Undang No. 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai Undang-Undang khusus,
maka aturan-aturan yang terkandung didalamnya harus sejalan dan tidak boleh
bertentangan dengan spirit (semangat) Undang-Undang induknya. Rancangan
Undang-Undang Pengelolaan Sampah ini harus detail, dan harus dibuat untuk
mengadakan peraturan yang baru di daerah , masalah konsistensi dan ketelitian
merupakan hal yang harus diperhatikan secara cermat oleh perancang Undang -
Undang nantinya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam

penegakannya.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan
komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan
wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan

publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang.

1 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian IImu Hukum, cet. 1, Bandung: Mandar Maju,
2008, him. 86
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Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini
berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan,
asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai
ekonomi Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai
barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu
dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada
pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat
pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar
di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4)
yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi
terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses
alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya
yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir
sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan

sampah.

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali,
dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan,
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Sampah, harus
diakui telah menimbulkan kerepotan tersendiri di Indonesia, terutama di kota-kota
besar di Indonesia. Tanpa pengaturan secara khusus dan pengelolaan yang baik,
maka sampah akan menjadi sumber malapetaka yang dapat mengancam kehidupan
manusia. Sampah, jarang dipandang sebagai salah satu sumber daya yang dapat
dimanfaatkan. Karena tak salah jika paradigma para pemangku kepentingan dalam
pengelolaan sampah masihlah bertumpu pada pendekatan akhir, tanpa memikirkan
akibatnya secara jangka panjang. Untuk menjawab persoalan sampah, pemerintah
dan DPR mengesahkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah. Undang - Undang ini terdiri dari 18 Bab dan 49 Pasal yang
kesemuanya mengatur tentang bagaimana sampabh tersebut dikelola sehingga dapat
bermanfaat bagi kehidupan di masa depan.
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Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
bertumpu pada 9 asas yaitu asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat,
asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan,
dan asas nilai ekonomi (vide Pasal 3) Sementara menurut UU ini pengelolaan
sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan
kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya (vide Pasal 4)
Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Undang-

Undang ditujukan dalam rangka:

a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan
sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;

b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. Kketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;

d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan
pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan

e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam Undang-Undang ini
dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin
meningkat diikuti dengan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut semakin terasa
dampaknya terhadap lingkungan yaitu manusia cenderung merusak lingkungan
demi mempertahankan hidupnya. Kualitas lingkungan secara terus menerus
semakin menurun sehingga menimbulkan permasalahan degradasi lingkungan pada
kehidupan masyarakat. Salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi
problematika di perkotaan yaitu pengelolaan sampah. Menurut Yul H. Harap bahwa
sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini
belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara-negara berkembang,
sedangkan kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak

seimbang dengan produksinya.
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Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) Pengelolaan sampah adalah
kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi
pengurangandan penanganan sampah. Sehingga pengelolaan pada kawasan
perkotaan, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup
kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan
sampah, kepedulian masyarakat (human behaviour) yang masih sangat rendah serta
masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (final disposal). Selain hal
tersebut di dalam masyarakat perkotaan terdapat budaya konsumtif yang
mempengaruhi dalam peningkatan kualitas dan jenis sampah. Sehingga dalam
pengelolaan sampah tidak akan dapat dipisahkan dengan campur tangan negara dan
berbagai sektor yang ada di dalam masyarakat termasuk dunia usaha. Selain itu
peran dari masayarakat yang merupakan jejaring atau komunitas pembuang sampah
juga mempunyai andil besar dalam pengelolaan sampah dalam hal ini adalah proses
daur ulang untuk dapat dimanfaatkan kembali. Sehingga dalam pengelolaan
sampah merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus diatur dalam regulasi
yang diharapkan akan memberikan kenyamanan di dalam kehidupan masyarakat

warga sehari-hari.

Undang-Undang Pengelolaan sampah didasari dengan Jumlah penduduk
Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan
bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat
memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam,
antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam
semakin beragam. Substansi UU ini yang terkait dengan langsung mengenai
pengelolan sampah yaitu Pasal 19 mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal tersebut menyebutkan
bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah
tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam hal
pengurangan sampah, lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 20 sebagai berikut :
Pengurangan sampah yang dimaksud dalam meliputi kegiatan: (1) pembatasan
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timbulan sampah; (2) pendauran ulang sampah; dan/atau (3) pemanfaatan kembali
sampah. Dalam Pasal 20 ayat (2) diatur mengenai pemerintah dan pemerintah
daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: (1) menetapkan target
pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; (2)
memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; (3) memfasilitasi
penerapan label produk yang ramah lingkungan; (4) memfasilitasi kegiatan
mengguna ulang dan mendaur ulang; (5) memfasilitasi pemasaran produk-produk
daur ulang. Pasal 20 ayat (3) mengatur mengenai pelaku usaha dalam
melaksanakan kegiatan yaitu menggunakan bahan produksi yang menimbulkan
sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah
diurai oleh proses alam. Pasal 20 ayat (4) mengatur mengenai masyarakat dalam
melakukan kegiatan pengurangan sampah yaitu menggunakan bahan yang dapat

diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 22 Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur mengenai pengelolaan
sampah tersebut juga diatur mengenai mengenai penanganan sampah, yang

meliputi :

a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai
dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari
sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan
sampah terpadu;

c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari
tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan
sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah
sampabh; dan/atau

e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau

residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Ketentuan yang diatur dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam UU

No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah seharusnya mampu menangani
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permasalahan mengenai sampah di Indonesia. Sudah menjadi umum bahwa selama
ini manajemen sampah masih menerapkan konsep Kumpul-Angkut-Buang (end of
pipe). Dengan adanya UU ini , maka manajemen sampah telah mengadopsi konsep
3R: Reduction (Kurangi)-Reuse (gunakan kembali)-Recycling (daur ulang).
Demikian halnya dengan paradigma manajemen sampah, bila selama ini
menggunakan konsep konvensional yakni sampah dianggap limbah sehingga
dibuang yang memerlukan ongkos pembuangan dan pada akhirnya menjadi
ancaman kesehatan bagi masyarakat. Maka sekarang digunakan paradigma baru
yang memandang sampah sebagai sumber daya yang seharusnya diolah kembali
sehingga menghasilkan pendapatan yang bermuara pada kesempatan terbukanya

lapangan kerja baru dan kesempatan mendapatkan penghasilan baru.

Penerapan peraturan perundangundang sebagaimana diuraikan pada point 1
belum belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan belum
bergesernya posisi Indonesia sebagai negara peringkat ke-2 penghasil sampah yaitu
sebesar 64 juta ton per tahun. Sedangkan berat timbunan sampah Indonesia secara
nasional mencapai 200 ribu ton per hari atau setara dengan 73 juta ton per tahun.
Berdasarkan data tersebut ternyata sampah rumah tangga sebanyak 48 persen,
merupakan penghasil sampah tertinggi disusul oleh pasar tradisional 24 persen, dan
kawasan komersial sebesar 9 persen. Sisanya dari fasilitas publik, sekolah, kantor,
jalan, dan sebagainya. Data tersebut dapat dijadikan sebagai indicator bahwa
sampah rumah tangga yang harus menjadi prioritas yang perlu diberi edukasi. Data
di atas menunjukkan pula bahwa penegakan hukum pengelolaan sampah belum
berjalan efektif. Dalam penegakan hukum, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor,
setiap faktor mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama
lainnya. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Ridwan HR, faktor-faktor
tersebut adalah Pertama, Faktor hukumnya sendiri. Ke dua, Faktor penegak hukum,
yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum.
Ke tiga, Faktor sarana pendukung penegakan hukum. Keempat, Faktor masyarakat.
Kelima, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang

didasarkan pada manusia dan pergaulan hidup.
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Oleh Sebab itu kaitannya teori sistem hukum yang digunakan dengan
permasalahan yaitu kajian yuridis terhadap penerapan UU No. 18 Tahun 2008
tentang pengelolaan sampah, efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum
tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law),

substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).

2. Upaya Pemerintah dalam Penerapan UU No. 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampabh.

Upaya penegakan hukum lingkungan, dapat dilakukan dua cara, yaitu cara
preventif dan represif. Penegakan hukum preventif dilakukan melalui pengawasan
dan represif dilakukan dengan melalui penerapan sanksi administrasi. Sehingga
dalam penegakan hukum bidang pengelolaan sampah tidak harus langsung
pemberian sanksi administrasi dan pidana akan tetapi upaya preventif sepertinya
lebih efektif dalam penerapannya. Penegakan hukum preventif lebih
direkomendasikan karena lebih membangun kesadaran masyarakat akan
pentinganya pengelolaan sampah yang baik. Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka
peran pemerintah dan pemerintah daerah, menjadi faktor yang sangat penting dalam

penegakan hukum dibidang pengelolaan sampah.

Dari komponen-komponen diatas bahwa struktur hukum dalam arti
pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai andil yang besar dalam upaya
penegakan hukum dibidang pengelolaan sampah baik secara preventif maupu
represif. Selain itu substansi hukum yang ada yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun
2008 boleh disebut sudah ada permulaan yang baik, tinggal perlu dilanjutkan
dengan sosialisasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai aturan
tersebut. Untuk itu ke depan akan mewujudkan budaya hukum di masyarakat akan
pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk menciptakan lingkungan yang
baik dan sehat.

Pengelolaan sampah yang baik, pada dasarnya adalah merupakan
perwujudan penyelenggara pemerintahan yang baik dalam rangka untuk

mewujudkan Good Environmental Governance. Penyelenggaraan pemerintahan
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berdasarkan prinsip good environmental governance memberikan makna bahwa
prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan
sesuai prinisp sumber-sumber daya alam dan lingkungan. Pelaksanaan prinsip-
prinsip Good Environmental Governance merupakan perwujudan pemerintah dan
pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya lingkungan hidup baik dan untuk

mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Unsur-unsur dalam prinsip Good Environmental Governance dapat menjadi
acuan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam upaya
penegakan hukum lingkungan baik secara preventif maupun represif dalam
pengelolaan sampah. Dalam upaya penegakan hukum lingkungan dibidang
pengelolaan sampah selain unsur-unsur dalam Good Environmental Governance
terdapat juga kriteria prinsip-prinsip good environmental governance, sebagai
berikut:

Pertama, Pemberdayaan masyarakat, Aspek pemberdayaan masyarakat
(people’s empowerment) melalui berbagai peluang agar masyarakat dapat terlibat
dalam proses pengambilan keputusan, tersedianya akses publik terhadap informasi
agar publik dapat berpartisipasi secara efektif, dan hak masyarakat (khususnya
masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam dan
ekosistemnya) untuk mendapatkan prioritas menikmati dan mendapatkan manfaat

dari sumber daya alam tersebut.

Kedua, Transparansi. Berdasarkan pada aspek transparansi ini, maka setiap
rencana kebijaksanaan daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya
alam dan lingkungan harus diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian
memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan

terhadap rencana kebijakan tersebut.

Ke tiga, Desentralisasi yang demokratis. Tolak ukur untuk menguji apakah
desentralisasi yang demokratis, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diakui serta difasilitasi dalam peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan
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lingkungan hidup. Prinsip ini pada dasarnya menghendaki adanya pengaturan peran
kepada masyarakat dan DPRD dalam perencanaan ataupun pelaksanaan kebijakan

daerah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Ke empat, Pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan
keberlanjutan. Pengakuan ini sangat penting dilakukan terutama dalam peraturan
perundangundangan tentang sumber daya alam tertentu yang rentan terhadap
pengurasan, kerusakan dan kepunahan (kehutanan, pertambangan, minyak dan gas,
kelautan, sumber daya air). Pengakuan ini tidak terbatas pada pengakuan tekstual
(misalnya, pernyataan simbolik dalam suatu mukadimah), akan tetapi secara
konsisten pengakuan tersebut mengalir ke dalam tubuh peraturan
perundangundangan yang memperjelas langkah-langkah untuk mencegah serta
mengurangi pengurasan dan perusakan sumber daya alam, serta pencemaran
melalui piranti manajemen lingkungan, instrumen ekonomi, instrumen daya paksa

(enforcement atau command & control), moral suasion maupun kontrol publik.

Ke lima, Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat.
Pengakuan secara tentang hal ini dalam suatu produk hukum sangatlah penting
karena pada umumnya masyarakat adat dan masyarakat setempat bergantung
hidupnya pada sumber daya alam di sekelilingnya, dan masyarakat adat merupakan
penjaga daya dukung ekosistem dan lingkungan mereka. Pengakuan terhadap hak-
hak mereka juga diperlukan untuk mencegah terjadinya hak-hak mereka dari arus

pembangunan dan penanaman modal yang berlangsung dengan sangat cepat.

Ke enam, Daya penegakan (Enforceability). Daya penegakan
(Enforceability) ditentukan oleh (a) ketersediaan sanksi yang mampu menimbulkan
efek jera (deterrent effect); (b) ketersediaan 3 (tiga) jenis sarana sanksi yang terdiri
dari sanksi administrasi, pidana, dan perdata; (c) ketersediaan mekanisme
pengaduan masyarakat dan penindaklanjutannya terhadap pelanggaran-
pelanggaran hak yang dialami masyarakat; (d) ketersediaan mekanisme
pengawasan penataan terhadap persyaratan lingkungan; (e) ketersediaan institusi
dan aparat khusus yang melakukan pengawasan penaatan, penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, bahkan pengadilan.
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Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan teori sistem
hukum dengan permasalahan yang dibahas upaya pemerintah dalam penerapan UU
No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu upaya pemerintah harus
sesuai dengan sistem hukum yang berlaku sehingga apa yang menjadi upaya
pemerintah dalam penerapan UU No 18 Tahun 2008 dapat berjalan sinergi dan
sehinga amanat UU dalam segala aspek tak terkecuali upaya pemerintah dalam

penerapan UU Pengelolaan sampah memiliki Kepastian Hukum.
D Simpulan dan Saran

Penegakan Hukum dalam penerapan UU No. 18 Tahun 2008 tentang
pengelolaan sampah. Undang-Undang Pengelolaan Sampah ini harus dilihat
sebagai Undang-Undang khusus, atau merupakan lex specialis dari Undang-
Undang No. 23 Tahum 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai
Undang-Undang khusus, maka aturan-aturan yang terkandung didalamnya harus
sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan spirit (semangat) Undang-Undang
induknya. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ini
harus detail, dan harus memunculkan peraturan yang lebih rendah yaitu peraturan
daerah.

Upaya Pemerintah Dalam Penerapan UU No. 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah yaitu upaya penegakan hukum lingkungan, dapat dilakukan
dua cara, yaitu cara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif dilakukan
melalui pengawasan dan represif dilakukan dengan melalui penerapan sanksi
administrasi. Sehingga dalam penegakan hukum bidang pengelolaan sampah tidak
harus langsung pemberian sanksi administrasi dan pidana akan tetapi upaya
preventif sepertinya lebih efektif dalam penerapannya. Penegakan hukum preventif
lebih direkomendasikan karena lebih membangun kesadaran masyarakat akan
pentinganya pengelolaan sampah yang baik

Pemerintah perlu mempertegas dan memperketat terhadap penegakan hukum
dalam Penerapan UU No. 18 Tahun 2008. Masalah konsistensi dan ketelitian
merupakan hal yang harus diperhatikan secara cermat oleh perancang Undang -
Undang nantinya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam
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penegakannya. Pemerintah dapat membangun kesadaran masyarakat akan
pentinganya pengelolaan sampah yang baik. Dan disetiap daerah membuat

Peraturan Daerah (PerDa) tentang Pengelolaan Sampah.
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